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ABSTRAK

Dewasa ini kejahatan cenderung meningkat dalam berbagai bidang, baik dari 
segi intensitas maupun kecanggihannya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering 
terjadi di Indonesia saat ini adalah tindak pidana narkotika. Kota Palembang termasuk 
ke dalam daerah rawan tindak pidana narkotika di antara daerah-daerah di provinsi 
Sumatera Selatan. Bahkan, kota Palembang berada pada peringkat satu daerah rawan 
narkotika diantara kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Selatan. Badan Narkotika 
Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, 
mempunyai peranan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di 
Palembang. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah 
mengenai bagaimana peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan 
tindak pidana narkotika di Palembang dan apakah faktor-faktor penghambat dalam 
upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Badan Narkotika Kota 
mempunyai peranan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di 
Palembang. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tersebut dilakukan 
melalui dua jalur, yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif 
(pemberantasan). Tindakan preventif dilakukan dengan cara sosialisasi P4GN 
(Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) 
kepada masyarakat, sosialisasi P4GN melalui media massa, dan pemantauan terhadap 
pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara razia narkotika, pengawasan 
penjualan prekursor narkotika, terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna 
narkotika, dan membantu kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkotika. 
Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana 
narkotika di Palembang yaitu faktor perundang-undangan, faktor sarana dan 
prasarana, faktor ekonomi, faktor diri penyalahguna narkotika, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Badan Narkotika Kota, Upaya
Penanggulangan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara

Indonesia adalah Negara Hukum.1 Yang dimaksud dengan negara hukum adalah

suatu sistem kenegaraan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang

dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk

2kepada hukum yang sama.

Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap perbuatan atau tingkah laku 

setiap warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila warga 

negara melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka negara 

wajib melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dewasa ini kejahatan cenderung meningkat dalam berbagai bidang, baik dari

segi intensitas maupun kecanggihannya. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat

menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Timbulnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini

menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia saat ini 

adalah tindak pidana narkotika.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
2 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)y PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.
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Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan 

untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan 

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan 

lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai 

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.3

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, 

karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara 

berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh 

sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.4

Berdasarkan hasil dari sidang umum ICPO {International Criminal Police 

Organization) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 

177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, Indonesia masuk 

dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan 

terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, 

Filipina dan Hongkong.5

4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Moh. Taufik Makaro, et al.. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.
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Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah kasus narkotika. Hal ini dapat

dibuktikan melalui pernyataan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional

Komisaris Jenderal Gories Mere, yaitu sebagai berikut:6

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.600 kasus 
menjadi 17.000 kasus. Dengan jumlah itu, angka kematian akibat narkoba 
mencapai 15.000 orang setiap tahun atau 40 orang per hari. Akibat 
peningkatan kasus tersebut, jumlah tersangka kasus narkoba juga meningkat 
enam kali lipat, 31.655 orang. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya hanya 
4.624 tersangka. Sebanyak 2.000 orang yang terjerat kasus narkoba masih 
dalam usia pendidikan dasar dan sekitar 15.000 lainnya duduk di bangku 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hal-hal diatas, terungkap bahwa tindak pidana narkotika dapat

membahayakan kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena

itu, dibutuhkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.

Di dunia Internasional, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana

narkotika dimulai sejak Konvensi The Hague (The Hague Convention) Tahun 1912, 

kemudian Konvensi Tunggal Narkotika {Single Conventiori On Narcotic Drugs) 

Tahun 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya (Protocol Amending the Single 

Convention on Narcotic Drugs) Tahun 1972, sampai dengan Konvensi terakhir 

tentang pemberantasan tindak pidana narkotika transnasional yaitu Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan 

Psikotropika (United Nations Convention Against lllicit Traffic In Narcotic Drugs 

And Psychotropic Substances) Tahun 1988.

6http://makassarkota.goIid/index.php?option=com content&task=view&id=2205&ltemiH= 147
Anak SD 'Terjerat Narkoba, diakses tanggal 14 November 2009.

2000

http://makassarkota.goIid/index.php?option=com


4

Sedangkan di Indonesia, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana 

narkotika dimulai sejak pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Vervonde 

Middelen Ordonantie (S. 1927-278). Pada tahun 1976 dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal 

Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang

1961 Beserta Protokol YangPengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 

Mengubahnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini 

merupakan pengganti Vervonde Middelen Ordonantie (S. 1927-278).7

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 

Narkotika tidak memadai lagi untuk membendung perkembangan peredaran

narkotika. Dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang

semakin berkembang, pemerintah indonesia meratifikasi Konvensi Internasional 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances. 

Kemudian pemerintah melanjutkannya dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan dapat 

memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar 

pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan 

kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 

Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana 

7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45.
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penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang masih belum dapat ditekan

• 8maksimal, baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawatan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.9

Setelah beberapa tahun diadakan pembahasan, akhirnya dalam Sidang 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 14 

September 2009, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika 

menjadi Undang-Undang (UU) yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika.10 Secara umum, UU yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 1997 tentang Narkotika ini mengatur tentang penguatan lembaga Badan 

Narkotika Nasional (BNN).11 Di dalam UU Narkotika, Badan Narkotika Nasional 

ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki kewenangan

secara

8 Mohammad Taufik Makaro, et al., Op. C/7, hlm. 7.
9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
10httpj//www.dpr.ao.id/id/berita/lain-lain/2009/sep/15/716/dDr-sahkan-uu-narkotika-dan-kesehatan
DPR Sahkan UU Narkotika Dan Kesehatan, diakses tanggal 18 November 2009.
nhttpj//news;okezone.com/read/2009/09/14/l/257259/dpr-sahkan-undang-undang-narkotika.
Sahkan Undang-Undang Narkotika, diakses tanggal 18 November 2009.

DPR

http://www.dpr.ao.id/id/berita/lain-lain/2009/sep/15/716/dDr-sahkan-uu-narkotika-dan-kesehatan
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untuk menyelidiki, menyidik, mempercepat pemusnahan barang bukti, dan menyadap

12pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 

Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Keputusan Presiden Nomor 

17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional kemudian diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Saat ini di kota Palembang telah dibentuk Badan Narkotika Kota. Badan 

Narkotika Kota yang berkedudukan di kota Palembang dibentuk sebagai tindak-lanjut 

atas dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah dengan tingkat penyalahgunaan

narkotika yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Provinsi

Sumatera Selatan, sepanjang tahun 2008 paling tidak ada 736 kasus penyalahgunaan

narkoba. Sebanyak 311 kasus jenis narkotika (putaw, ekstasi dan ganja) dan 425

psikotropika. Dari sekian ratus kasus narkoba itu, yang mendominasi adalah kasus

ekstasi. Bahkan tahun 2009 ini Sumatera Selatan menduduki rangking ke-delapan 

daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba se-Indonesia.13

Sedangkan di kota Palembang, berdasarkan data dari Badan Narkotika Kota 

Palembang, sejak Januari hingga Oktober 2008 kasus penyalahgunaan narkoba yang

12http://www.batamtodav.com/news/rcad/2009/09/1401/16436.DPR-Sahkan-RUU-Narkotika-Jadi-
■UU .html, DPR Sahkan RUU Narkotika Jadi UU — BNN Diberi Kewenangan Menyidik, diakses tanceal
18 November 2009.
13http://www.sripoku.com/view/7390/Duta-Anti-Narkoba. Duta Anti Narkoba, diakses taneaal 23 
November 2009.

http://www.batamtodav.com/news/rcad/2009/09/1401/16436.DPR-Sahkan-RUU-Narkotika-Jadi-
http://www.sripoku.com/view/7390/Duta-Anti-Narkoba
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terungkap sebanyak 195 kasus. Pelaku yang tertangkap meliputi pemakai dan 

pengedar dengan persentase pemakaian terbesar adalah ganja.14

Berdasarkan data-data diatas, terungkap bahwa kota Palembang tergolong 

daerah rawan tindak pidana narkotika. Badan Narkotika Kota Palembang sebagai 

bagian dari Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan peran dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika di kota Palembang. Berdasarkan uraian- 

uraian tersebut diatas, maka penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi

yang berjudul:

PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANG

14http.://detektifromantika.wordpress.com/2008/ll/18/kasus-Denvalahi;unaan-narkoba-di-nalemhnno- 
meningkat-tajam, Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang Meningkat Tajam, diakses tanecal 
13 Desember 2009.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika di Palembang?

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika di Palembang?

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini menjadi jelas dan tidak meluas dari permasalahan yang 

akan diteliti, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi dan menekankan

pada peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana

narkotika berupa tindakan represif dan tindakan preventif di wilayah kota palembang,

serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika

di wilayah kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di lihat dari pokok permasalahan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika di Palembang.

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika di Palembang.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidanawawasan

narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk 

masyarakat pada umumnya dan lembaga penegak hukum pada khususnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris atau

penelitian lapangan, dimana penulis langsung ke lapangan guna mendapatkan

data-data primer dan didukung dengan penelitian normatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field 

research) guna memperoleh data, keterangan, dan informasi tertentu dari 

narasumber pada Badan Narkotika Kota Palembang dan Kepolisian Kota 

Besar (Poltabes) Palembang.
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b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan 

(library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi:15 

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 

tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dan Perundang-Undangan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian,

karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.
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ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa 

inggris, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah kota Palembang yaitu pada Badan 

Narkotika Kota Palembang dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang.

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu anggota Badan Narkotika Kota Palembang

dan anggota Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang. Sedangkan

penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling

yaitu narasumber sebagai sampel ditentukan berdasarkan pengetahuan yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber dalam

penelitian ini terdiri dari:

1. Badan Narkotika Kota Palembang: Satu Orang.

2. Satuan Narkoba Kepolisian Kota Besar Palembang: Satu Orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara 

pengumpulan data, yaitu studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan 

(library research).
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a. Studi Lapangan

Studi lapangan (field research) dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan 

informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan maksud untuk

memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui

kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku,

majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Data yang didapat dalam penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang 

telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara 

jelas dan sistematis dengan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan.
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